





TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH ANAK 





















TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA 
MEMBAWA SENJATA TAJAM OLEH ANAK 












Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana 





























IIN SAPUTRI (B111 11 011), dengan judul skripsi  “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam oleh Anak 
(Studi Kasus Putusan No.33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks)”. Dibimbing 
Bapak Slamet Sampurno, sebagai pembimbing I dan Ibu Dara 
Indrawati, sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan 
pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak 
(Studi Kasus Putusan No.33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks) dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak (Studi 
Kasus Putusan No.33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks). 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Untuk 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berupa penelitian pusataka dan penelitian lapangan dengan melakukan 
wawancara langsung terhadap narasumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam yang 
dilakukan oleh anak dalam putusan No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks, 
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN. 78/1951. Berdasarkan fakta-
fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan 
terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan 
mental serta dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan  sanksi 
terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam 
putusan No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks juga telah sesuai dengan 
ketentuan undang-undang yang berlaku, berdasarkan penjabaran 
keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta  adanya 
pertimbangan pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal 
yang memberatkan terdakwa, laporan kemasyarakatan serta 
memperhatikan undang-undang yang berkaitan serta diperkuat dengan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan kemajuan zaman, perilaku manusia di dalam 
masyarakat pun ikut berkembang. Perilaku masyarakat apabila ditinjau 
dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai 
dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.  
Berdasarkan fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat, bukan hanya orang dewasa yang melanggar 
norma-norma yang berlaku, tetapi juga anak-anak yang terjebak 
melanggar norma hukum, dimana anak dihadapkan dengan 
permasalahan melakukan tindak pidana. 
Istilah Hukum Identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit 
dalam bahasa Perancis, recht dalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa 
Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat 
disamakan dengan aturan, kaidah, norma, baik tertulis maupun tidak 
tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan 
yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar 
akan dikenakan sanksi.1 
                                                             
        
1
 Dudu Duswara Machmuddi, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah   Sketsa, Refika Aditama, 
Bandung: 2003, hlm.7. 
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Sebagai Negara hukum, Negara Republik Indonesia menjamin setiap 
kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap 
anak yang merupakan hak asasi manusia. Berdasarkan pertimbangan 
tersebut, lahir sebuah konstitusi untuk menjaga hak-hak anak Indonesia, 
yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak 
yang kini menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
Setiap anak yang lahir pasti dalam keadaan suci, maka dari itu 
pengaruh dari orang tua dan lingkungan yang akan menjadi salah satu 
faktor utama dalam hal membentuk karakter anak nantinya. Baik atau 
buruknya karakter seorang anak akan tergantung dari bagaimana didikan 
yang diberikan oleh orang tuanya dan bagaimana faktor lingkungan 
sekitarnya. 
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya juga melekat harkat, 
martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana 
yang tercantum dalam penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 




Menurut undang-undang tersebut diatas, tercantum dalam Pasal 1 
ayat (2) yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala 
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 2 
Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda 
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 
anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak 
adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan 
dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pe menuhan hak-haknya agar 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat 
terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka. 
Namun pada kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam 
memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh 
karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana 
pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor 
tertentu. 
                                                             
       
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak jo 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak. 
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Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin 
banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun 
banyak anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan 
tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya 
tersebut. 
Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan 
yang disertai dengan penggunaan senjata tajam. Dimana penggunaan 
senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai 
masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya 
membawa senjata tajam ataupun menggunakan senjata tajam memang 
sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang 
didambakan menjadi terancam. 
Berbicara mengenai senjata, kita akan berpikir tentang benda atau 
yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. 
Benda alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tidak digunakan 
sebagai alat untuk pertahanan diri atau menyerang orang lain. Maka 
benda itu bermakna sesuai fungsi utamanya. misalnya pisau, gunting, 
kapak, parang/golok fungsi utamanya adalah sebagai alat pemotong atau 
alat yang biasa digunakan dalam pertanian. Namun jika benda-benda 
tersebut digunakan untuk untuk menyerang orang lain  maka benda 
tersebut berubah fungsi, benda tersebut akan disebut sebagai senjata. 
Sama halnya dengan pistol milik polisi, senapan, dan samurai. Benda-
benda tersebut adalah benda atau alat yang digunakan untuk 
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mempertahankan diri dan untuk keperluan menyerang. Jadi semua 
benda-benda atau alat-alat yang digunakan untuk menyerang pihak lain 
maka benda atau alat tersebut dinamakan senjata. 
Penggunaan senjata tajam ini dapat menimbulkan berbagai tindak 
pidana yaitu pengancaman. Penganiayaan, pencurian dengan 
pemberatan, bahkan pembunuhan dan masih banyak lagi jenis tindak 
pidana yang akan ditimbulkan dengan adanya penggunaan senjata tajam 
ini. Hal ini akan menimbulkan akibat yang parah bagi korbannya, dimana 
kejahatan dengan penggunaan senjata tajam ini tidak jarang menimbulkan 
luka-luka berat bahka n kematian bagi seseorang. 
Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan persebaran senjata 
tajam dikalangan masyarakat adalah sebuah hal yang biasa. Kebisaan 
membawa senjata tajam bukan merupakan hal yang tabu melainkan 
sebuah kebiasaan. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan 
senjata tajam baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat 
umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu timbulnya 
kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia. 
Angka pasti mengenai perdangangan senjata tajam, legal maupun 
illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil sangat 
meningkat tajam, karena alasan administrasi kepemilikan senjata kurang 
tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak 
6 
 
senjata tajam yang beredar dimasyarakat, karena kepemilikan senjata 
tajam sulit sekali untuk dilacak. 
Selain itu, juklak resmi mengenai prosedur pemilikan senjata tajam 
oleh Kepolisian pun belum ada. Dikarenakan hal tersebut, maka 
berdampak pada situasi saat ini, dimana banyak orang dewasa bahkan 
anak-anak yang memiliki senjata tajam secara bebas. 
Membawa serta memiliki senjata tajam oleh anak sudah marak 
terjadi di kota Makassar, hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. 
Permasalahan hukum yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi 
dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran baik 
terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-
undang oleh pelaku-pelaku usia muda  atau dengan kata lain 
meningkatnya perilaku menyimpang  yang dilakukan oleh anak sudah 
mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak 
memberi perhatian akan penanggulangan serta penanganannya. 
Dalam hal peningkatan tindak pidana dengan menggunakan senjata 
tajam, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang 
Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 sebagai bentuk usaha preventif dalam 
mencegah atau mengurangi kepemilikan serta penggunaan senjata tajam 
dalam suatu kejahatan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 
LN No. 78/1951 ini selain mengatur mengenai senjata api dan bahan 
peledak juga didalamnya mengatur mengenai masalah senjata tajam. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana 
kepemilikan senjata tajam oleh anak dengan mengangkat judul “Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam oleh Anak 
dalam Studi Kasus Putusan No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh 
anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 33/Pid 
Sus/Anak/2014/PN.Mks ? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh 
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anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum 
Pidana. 
2. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi masukan bagi para 
praktisi hukum ketika ingin menerapkan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana, khususnya bagi anak dalam proses penegakan hukum 
terkhusus di Kota Makassar. 
3. Selanjutnya penulis berharap hasil penulisan ini dapat dijadikan 
referensi untuk dilakukannya penelitian-penelitian baru mengenai 
penerapan pemidanaan yang tepat bagi anak dibawah umur yang 
melakukan tindak pidana membawa senjata tajam dikemudian hari, 
agar efek jera dari proses pemidanaan dapat tercapai dan tingkat 
kejahatan berkurang serta menjadi pertimbangan dalam rangka 










A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Istilah „Yuridis‟ berasal dari bahasa Inggris „Yuridicial” yang sering 
disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi tinjauan yuridis 
berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan 
perundang-undangan. Paul Scholten menyatakan bahwa Interpretasi, 
penafsiran hukum, merupakan masalah yang sangat penting dalam 
kehidupan hukum.3 
Setiap Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan 
perundang-undangan. Demikian pula halnya dengan undang-undang yang 
baru, yang segera diserap ke dalam struktur keseluruhan tersebut. 
Dengan demikian, apabila orang ingin memberi arti pada suatu undang-
undang tertentu, maka ia harus melakukannya dalam konteks yang 
demikian itu. Dalam hubungan ini maka kata-kata suatu undang-undang 
mungkin tidak hanya baru menjadi jelas manakala dipahami dalam 
hubungannya dengan yang lain, melainkan juga mencoba untuk 
memahami masing-masing undang-undang sedemikian rupa, sehingga 
merupakan satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain. Suatu undang-
                                                             
       
3
 Satjipto Rahardjo, 2006, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,  PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung ,hlm. 124 
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undang bisa dilihat sebagai suatu penggarapan lebih lanjut, suatu 
pengisian dan/atau penyimpangan dari yang lain.4 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tinjauan 
yuridis memuat analisis melalui interpretasi-interpretasi hukum dan 
perudang-undangan, penalaran logis, penggunaan dasar-dasar teori 
hukum dalam pengkajian suatu masalah hukum. Juga memuat delik apa 
yang terjadi, unsur-unsur, delik terpenuhi, pidana, pemidanaan dan 
pertanggungjawaban pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, 
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau 
tindak pidana.5 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan 
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
                                                             
       
4
 Ibid., hlm. 17 
       
5
 Amir Ilyas,  2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18. 
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peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak 
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan 
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari 
dalam kehidupan masyarakat.6 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana 
atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah: 
a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana; 
b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 
c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 
tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: 
 Starf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
 Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
 Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing 
                                                             
       6 Ibid, hlm. 19 
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disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman (pidana).7 
Para ahli juga memiliki penafsiran yang berbeda-beda mengenai 
strafbaarfeit, yaitu: 8 
Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana memberikan 
definisi mengenai delik, yakni : 
Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” 
Moeljatno mengartikan strafbaarfeit sebagai berikut: 
Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang 
diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” 
Menurut Pompe pengertian strafbaarfeit dibedakan: 
a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum; 
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaarfeir” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum. 
                                                             
       
7
 Ibid. hlm.19 
       8 Ibid. hlm. 19 
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Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian 
menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan 
pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi strafbaarfeit 
menjadi dua pengertian. 
a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaarfeit” adalah 
suatu kejadian (feit) yang dapat diancam oleh undang-undang; 
b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan 
pengertian “strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang melawan 
hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh 
orang yang dapat dipertaggungjawabkan. 
 Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan 
bahwa untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-
undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan perdapat umum 
tidak dapat menetukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-
undang. 
Sedangkan dalam definisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat 
melawan hukum dan pertanggung jawab yang merupakan unsur-unsur 
yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsur-
unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. Apabila 
dirumuskan secara tegas justru dalam membuktikan unsur-unsur delik 
tersebut akan banyak persoalan, untuk setiap kali harus dibuktikan yang 
merupakan beban berat bagi penuntut umum. Di samping itu akan dapat 
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ditimbulkan suatu keadaan delik yang terhadap kelakuannya yang bersifat 
melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana, akan tetapi karena 
ketiadaan pertanggungjawaban terhadap si pembuatnya yang melakukan 
ternyata tidak dapat dikenai pidana.9 
S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, 
Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut : 
“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, 
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 
dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang 
bertanggungjawab).” 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak pidana merupakan 
singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan 
tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan 
semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat 
dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan kelamin. 
Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya 
wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya 
seperti buruh, pegawai dan lain sebagainya. Jadi status/ klasifikasi 
seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang 
siapa”.10 
Definisi delik (strafbaarfeit) memang terlalu luas karena mencakup 
tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal dapat 
                                                             
       
9
 Bambang Poernomo, 1994. Asas-Asas  Hukum Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 91-92 
       10 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 22-23  
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dipidananya si pembuat untuk itu perlu diperhatian yang istimewa. Apabila 
orang akan menyalin atau menerjemahkan istilah strafbaarfeit kedalam 
bahasa Indonesia, maka terjemahan yang bersangkutan akan membawa 
konsekuensi memilih diantara beberapa pengertian yang ada. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Mengenai unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat 
bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.11 
Sebelum mengetahui lebih dalam mengenai unsur-unsur tindak 
pidana, maka terlebih dahulu penulis akan membahas aliran  atau 
pandangan yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana. 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur 
perbuatan pidana, yaitu pandangan monoistis dan pandangan dualistis. 
a. Pandangan Monistis 
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, 
untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam 
pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan 
yang dilarang (criminal act) dan pertanggung jawaban pidana/ kesalahan 
(criminal responbility).12 
                                                             
       
11
 Adami Chazawi, 2010,  Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teor-teori 
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79. 
       12 Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 38 
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Beberapa pendapat unsur-unsur tindak pidana menurut para 
penganut paham monoistis: 
Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak 
pidana adalah: 
1. Perbuatan (yang); 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
4. Dipertanggungjawabkan.13 
Menurut Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab; 
Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, 
dirumuskan oleh simons yang berpandangan monistis sebagai: 
”kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat 
melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang 
dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. 
                                                             
       13 Adami Chazawi. Op.Cit., hlm. 81. 
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Begitupun menurut Van Hammel yang berpandangan monistis 
merumuskan strafbaarfeit, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh 
undang-undang sebagai melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat 
bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan 
should to witjen)”14 
Jadi penulis menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan 
pandangan monistis pada hakikatnya tidak memisahkan antara unsur-
unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri 
orangnya. 
b. Pandangan Dualistis  
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban 
pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana 
sudah tercakup didalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, 
sementara menurut pandangan dualistis, yakni : 
Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act, dan criminal 
responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki 
sifat melawan hukum tanpa adanya suatu alasan pembenar. 
                                                             
       14 Amir Ilyas. Op.Cit., hlm. 39-40 
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Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana 
yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut : 
Menurut pompe, dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah 
“feit (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, 
sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak 
untuk adanya tindak pidana.” 
Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur 
sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan (manusia); 
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP; 
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil 
dalam fungsinya yang negatif).15 
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: 
1. Perbuatan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. 
Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian 
ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman 
                                                             
       15 Ibid, hlm. 40-41 
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(diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan 
itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam 
pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya 
dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian 
perbuatan pidana. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni: 
1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
3. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, 
terdapat pengertian bahwa seolah-olah bahwa setiap perbuatan yang 
dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda 
dengan moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu 
tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur 
tindak pidana adalah: 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan. 
Dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari tiga batasan pemahaman 
dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu 
adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, 
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dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada 
jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat 
atau dipidananya perbuatan, semata-mata mengenai perbuatannya.16 
Mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut diuraikan sebagai 
berikut : 
a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Berbicara mengenai unsur tindak pidana, maka terarah kepada 
wujud perbuatan apa yang dilakukan. Wujud dari perbuatan ini pertama-
tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal 
tertentu dari perbuatan pidana. Perumusan tindak pidana ini dalam 
bahasa Belanda dinamakan delict-omschrijving.17 
Tingkah laku (perbuatan) dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku 
aktif atau positif (bandelen), juga dapat disebut perbuatan materiil 
(materiel feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). 
Tingkah laku (perbuatan) aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang 
untuk mewujudkan atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau 
gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil (362), 
atau memalsukan atau membuat secara palsu (268). Sebagian besar 
(hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya 
(perbuatannya) dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali 
dengan perbuatan pasif. 
                                                             
       
16
 Adami Chazawi. Op.Cit., hlm. 79-80 
       
17
 Wirjono Prodjodikoro, 2011. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 60 
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Sementara itu, tingkah laku (perbuatan) pasif berupa tingkah laku 
membiarkan (nalaten), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan 
aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu 
dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan 
dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak 
melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan: tidak memberikan 
pertolongan (Pasal 531 KUHP), membiarkan (Pasal 304 KUHP), 
meninggalkan (Pasal 308 KUHP), tidak segera memberitahukan (Pasal 
164 KUHP ), Adapun yang dimaksud kewajiban hukum adalah kewajiban 
yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum, dan 
bias juga timbul dari kepatutan.18  
Oleh karena itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-
unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan 
maupun pertanggungjawaban pidananya. 
b. Ada Sifat Melawan Hukum 
Susunan elemen delik yang mempunyai peranan penting dan 
masalahnya juga luas adalah elemen melawan hukum 
(wederrechtelijkheid). Elemen melawan hukum ini lebih menonjol daripada 
elemen objektif yang lain, karena dari definisi yang manapun terhadap 
delik atau strafbaarfeit kedudukan elemen melawan hukum selalu tidak 
berubah.19 
                                                             
       
18
 Adami Chazawi. Op.cit., hlm. 83-84. 
       19 Bambang Poernomo. Op.cit., hlm. 113 
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Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat 
perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni: 
1. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) 
2. Sifat melawan hukum materil (materielewederrechtelijk).20 
Kapan suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Suatu 
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila persesuaian dengan 
rumusan delik dan sesuatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan 
terpaksa itu hanyalah karena ditentukan tertulis dalam undang-undang 
(Pasal 48, 49 KUHP). Melawan hukum diartikan melawan undang-undang. 
Inilah yang disebut dengan sifat melawan hukum formil (formale 
wederrechtelijk). Sebaliknya tidak selamnya perbuatan melawan hukum itu 
selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, dan suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. 
Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun 
hukum diluar undang-undang. Inilah yang disebut dengan sifat melawan 
hukum materil (materielewederrechtelijk). 
Menurut pandangan Vos disebutkan bahwa formele wederrechtelijk 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), 
                                                             
       20 Amir Ilyas. Op.Cit., hlm. 53 
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sedangkan materiele wederrechtelijk adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan asas-asas umum/norma hukum tidak tertulis.21 
Selain itu perbedaan yang pokok antara kedua pendapat tersebut 
diatas, adalah: 
1. Pendapat yang formil hanya mengakui adanya pengecualian 
(peniadaan) sifat melawan hukum dari pebuatan yang terdapat 
dalam undang-undang (hukum tertulis). Seperti: 
 Pasal 48 KUHP (daya paksa/overmacht); 
 Pasal 49 ayat (1) KUHP (bela paksa/noodweer); 
 Pasal 50 KUHP (melaksanakan ketentuan undang-undang); 
 Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah). 
Sedangkan pendapat material, mengakui adanya pengecualian 
(peniadaan) tersebut, selain daripada yang terdapat dalam undang-
undang (hukum tertulis) juga terdapat dalam hukum yang tidak tertulis. 
2. Perbedaan selanjutnya, menurut pendapat yang formil sifat 
melawan hukum tidak selalu menjadi unsur tindak pidana, hanya apabila 
dinyatakan dengan tegas dalam rumusan tindak pidana barulah menjadi 
unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pandapat yang material, sifat 
melawan hukum adalah unsur mutlak dari setiap tindak pidana, juga bagi 
tindak pidana yang dalam rumusannya tidak dinyatakan dengan jelas.22 
Dengan demikian posisi sifat melawan hukum (wederrechtelijk) 
merupakan elemen yang objektif yang bertentangan dengan hukum dan 
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dipandang dari pergaulan masyarakat merupakan perbuatan yang tidak 
patut atau tercela. 
c. Tidak ada alasan pembenar 
Oleh pembentuk undang-undang (wetgever) selain menuangkan 
rumusan perbuatan pidana, juga menentukan pengecualian dengan 
batasan keadaan tertentu, bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan 
peraturan hukum pidana, sehingga di situ terdapat alasan penghapus 
pidana (strafuitsluitings gronden).23  
Alasan pembenar inilah yang dapat menjadi alasan adanya 
penghapusan suatu tindak pidana. Alasan pembenar dapat 
menghapuskan sebuah sifat unsur melawan hukum.  
Penghapus pidana (strafuitsluitings gronden) menurut pandangna 
Van Hamel dibedakan antara alasan yang menghapuskan sifat melawan 
hukum dan alasan yang menghapuskan sifat dapat dipidana. Sedangkan 
bagi Vos pembagian penghapus pidana (strafuitsluitings gronden) adalah 
lebih baik dibedakan menjadi rechtvaardigingsgronden dan 
schulduitslutingsgronden.24 
Rechtvaardigingsgronden adalah merupakan “faits justificatifs” yang 
artinya dihapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga 
perbuatan itu dibenarkan, dengan kata lain disebutkan alasan pembenar.  
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Schulduitslutingsgronden adalah merupakan “faits d‟excuse” yang 
artinya dihapuskan dari pertanggung jawab si pembuat sehingga 
perbuatan itu tidak dipidana, dengan kata lain disebut alasan pemaaf. 25 
Hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar, antara lain: 
1. Daya Paksa Absolut 
Daya Paksa (Overmacht) tercantum di dalam pasal 48 KUHP. 
Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidananya seseorang 
yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan memaksa. Kalimat 
aslinya berbunyi: 
“Niet Strafbaar is hij die een feit begat waartoe hij door overmacht is 
gedroge” Yang atinya “Tidaklah dapat dihukum barangsiapa telah 
melakukan sesuatu perbuatan di bawah pengaruh dari suatu 
keadaan yang memaksa”.26 
 
Undang-undang tidak menjelaskan apakah itu keadaan memaksa 
(overmacht). Tidaklah jelas, apakah overmacht itu. Apa sebab sehingga 
dipidana, apakah menyangkut perbuatan (feit) ataukah pembuatnya.27  
Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 48 
KUHP tersebut, overmacht itu disebut sebagai suatu “uitwendige oorzaak 
van ontoerekenbaarheid” atau sebagai suatu “penyebab yang datang dari 
luar yang membuat sesuatu perbuatan itu menjadi tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya” dan telah dirumuskan 
sebagai: “elke kracht, elke dwang, elke drang, waaran men geen 
weerstand kan bieden” atau “setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap 
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tekanan, dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut 
orang tidak dapat memberikan perlawanan.28 
Doktrin membedak an keadaan memaksa atau overmacht sebagai 
berikut: 
a. Vis Absoluut atau paksaan absolut 
Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan “vis absoluut adalah 
paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga 
manusia oleh orang lain.” 
Contoh: 
A dipanggil untuk didengar sebagai saksi. Akan tetapi, pada waktu A 
hendak memenuhi panggilan tersebut, ia diikat oleh B sehingga tidak 
dapat berjalan dan dengan demikian tidak dapat memenuhi panggilan 
tadi.”29 
Contoh lain, seseorang yang dipegang oleh orang yang lebih kuat 
lalu melemparkan sehingga timbul kerusakan pada barang-barang, atau 
seorang yang terkena keadaan hypnose sehingga tidak sadar melakukan 
pertunjukan cabul di depan umum. Dua contoh ini meskipun tidak ada 
pasal 48 KUHP dalam keadaan tertentu itu tidak dapat dipidana.30 
b. Vis Compulsiva atau paksaan relatif 
Paksaan relatif adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan 
walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang 
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mengalami keadaan memaksa tersebut akan dapat mengadakan 
perlawanan. 
Contoh: 
A memaksa B agar B memukul C. jika B tidak melakukan, B akan 
dipukul oleh A. dalam keadaan demikian, ada kemungkinan B melarikan 
diri.31 
Contoh lain, seorang pemimpin bank yang di bawah ancaman pistol 
menyerahkan sejumlah uang kepada perampok. Pemimpin pistol 
menyerahkan sejumlah uang kepada perampok. Pemimpin bank itu tidak 
usah menolak dan membiarkan diri mati ditembak, akan tetapi karena 
overmacht menyerahkan uang yang dikehendaki perampok.32 
Jika dihubungkan dengan daya paksa absolute dan daya paksa 
relative maka, Nampak jelas bahwa daya paksa absolute lebih tinggi 
sebagai alasan pengecualian pidana dianding daya paksa relative. 
Sehingga daya paksa absolute harus digolongkan sebagai alasan 
pembenar sedangkan daya paksa relative digolongkan sebagai alasan 
pemaaf.33 
2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP. 
 Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama 
usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh 
Belanda ialah noodweer tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.34 
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Noodweer diatur dalam Pasal 49 (1) KUHP yang berbunyi sebagai 
berikut: 
a. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan, yang 
terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau diri orang 
lain, membela perikesopanan sendiri atau kesoppanan orang lain 
atau membela harta benda kepunyaannya sendiri atau 
kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum 
dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika. 
b. Tiada boleh dihukum barang siapa melampaui batas pembelaan 
yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya karena sangat panas 
hatinya (guncang jiwanya), disebabkan oleh serangan itu.35 
Dalam Pasal 49 KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa 
dengan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk perbuatan itu tidak 
dapat dipidana. Pada hakikatnya pembelaan terpaksa adalah orang yang 
melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri (eigen-richting), akan 
tetapi dalam batasan tertentu diperkenankan kerena semata-mata untuk 
membela diri terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain yang 
dengan keadaan demikian itu tidak dapat diharapkan ada alat Negara 
yang sempat memberikan pertolongan guna mencegah kejahatan dan 
oleh sebab itu diperkenankan membuat membela diri.36 
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3. Menjalankan Ketentuan Undang-undang  
Dasar alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-
undang dirumuskan dalam Pasal 50 KUHP sebagai berikut:  
“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
ketentuan undang-undang tidak dipidana.” 
Bertindak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang menurut 
Pasal 50 KUHP tidak dipidana. Dasar alasan penghapusan pidana dari 
Pasal 50 KUHP adalah paling mudah jalan pemikirannya. Oleh karena 
sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang-undang yang satu 
diperintah/diberi kekuasaan untuk menjalankannya, disitu tidak akan 
dipidana oleh undang-undang lain, sebab jika tidak demikian tidak akan 
ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat 
larangan/perintah yang keras. Perbuatannya tidak bersifat melawan 
hukum, sehingga perbuatan itu dibenarkan. Namun tidak berarti meskipun 
melaksanakan undang-undang itu tanpa batas-batas yang patut, seperti 
halnya polisi menembak tahanan yang lari tanpa alasan isyarat lebih 
dahulu.37 
Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-alatnya dalam 
menjalankan ketentuan undang-undang adalah sah dan tidak melawan 
hukum, asalkan dilakukan dengan sebenarnya dan patut.38 
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4. Menjalankan Perintah Jabatan 
Melaksanakan perintah jabatan dibedakan dalam dua hal yaitu 
perintah jabatan yang wenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP) dan perintah 
jabatan tanpa wenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Hubungan antara 
perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai 
hubungan hukum yang bersifat berlaku umum, baik menurut isinya 
peraturan itu sendiri maupun karena sesuatu pernyataan penguasa yang 
wenang.39 
Perintah yang dikeluarkan dalam Pasal 51 ayat (2) tidak dipidana, 
asalkan oleh pembuat yang melaksanakan perintah itu dipenuhi syarat: 
a. Secara subjektif yang perintah itu te goedertrouw yaitu dalam 
batin yang diperintah sama sekali tidak tahu bahwa perintah itu 
tidak sah, jadi ada salah kira dari pihak yang diperintah. 
b. Secara objektif adalah masuk akal karena perintah jabatan yang 
tidak sah itu masih dalam lingkungan pekerjaannya.40 
Jadi seorang agen polisi diperintah oleh atasannya. Untuk 
menganiaya tahanan walaupun ia beritikad baik, bahwa ia harus 
memenuhi perintah itu, tidak menjadikan ia lepas, karena perbuatan 
seperti itu bukan tugasnya. Di sini bedanya dengan ayat (1), pada ayat (2) 
ini diharuskan adanya hubungan atasan-bawahan (secara langsung).41 
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Pasal 51 ayat (1) termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan 
hukum tidak ada sedangkan Pasal 51 ayat (2) masuk dasar pemaaf, 
karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah 
karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah jabatan yang 
berwenang, padahal tidak.42 
3.     Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah 
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 
Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam 
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tidankan-tindakan tersebut, 
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab 
maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.43 
Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana: 
1. Mampu bertanggung jawab 
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Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan 
petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan 
dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila 
tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat 
melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar)  
untuk itu.44 
Dalam KUHP tidak ada rumusan tegas tentang kemampuan 
bertanggung jawab pidana. Pasal 44 (1) KUHP justru merumuskan 
tentang keadaan mengenai kapan seseorang dikatakan tidak mampu 
bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal 
kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. 
Sementara itu, kapan dianggap seseorang mampu bertanggung jawab 
dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat dua keadaan 
jiwa sebagaiman yang diterapkan pasal 44 tersebut.45 
Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertangggung jawab 
sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (1) KUHP, yakni (1) 
karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu 
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karena penyakit. Orang dalam keadaan demikian bila melakukan tindak 
pidana tidak boleh dipidana.46 
Sehingga E.Y Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur 
mampu bertanggung jawab mencakup:47 
a. Keadaan jiwanya: 
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara 
(temporair); 
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan 
sebagainya) ; dan  
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang 
meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/ 
slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan 
lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan 
sadar.  
b. Kemampuan jiwanya:  
1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya; 
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, 
apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan 
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.  
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2. Kesalahan  
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.48 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu 
melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut ketentuan 
yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:49 




a. Kesengajaan (opzet) 
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau 
opzet, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu 
dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak 
pidana, yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi 
pokok-alasan diadakan larangan itu, dan ke-3: bahwa perbuatan itu 
melanggat hukum. Kesengajaan dapat di bagi menjadi 3 bagian, yakni:  
 
                                                             
       
48
 Ibid, hlm. 77 
       
49
 Ibid, hlm 78 
       50 Ibd, hlm. 78-79 
35 
 
1. Sengaja sebagai niat (OOgmerk). 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) si pelaku 
dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak 
ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak 
pidana, tidak ada yang menyangkal, bahwa si pelaku pantas dikenakan 
hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan 
adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku 
benar-benar menghendaki mancapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana. 
2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan  
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan 
perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar 
dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan itu.51 
a. Sengaja sadar akan kemungkinan (Dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk 
melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang 
mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu 
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besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan 
siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.52 
b. Kealpaan (Culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan 
menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang 
itu sendiri.53 
Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa 
pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari 
perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 
2. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat 
dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang 
dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang 
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.  
Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, skema 
kelalaian atau culpa yaitu:
54
 
a. Culpa lata yang disadari (alpa)  
Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono 
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
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b. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Unconscius: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain 
kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak  demikian. 
c. Tidak ada alasan pemaaf 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki nilai 
melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelakunya dimaafkan. 
Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang 
terdapat dalam KUHP adalah:55 
1. Daya paksa relative (overmacht) : 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) seperti 
keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam KUHP 
tidak terdapat pengertian daya paksa. Dalam MvT daya paksa dilukiskan 
sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam dwangpositie 
(posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal 
dari luar di pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat daripadanya. 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer 
exces) Pasal 49 ayat (2) KUHP 
Pasal 49 ayat (2) menyatakan: 
“pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan 
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3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa 
mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP. 
Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku 
menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang 
berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah 
tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan 
masih berada dalam lingkungan pekerjaannya. Hal ini diatur dalam Pasal 
51 ayat (2) KUHP. 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa anak 
adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran UU No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat hartkat dan 
martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak 
adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. 
Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk 
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, 
dan berakhlak mulia, perlu dikatakan upaya perlindungan serta untuk 
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mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap 
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.56 
Terdapat beragam definisi batasan usia anak dalam beberapa 
undang-undang, misalnya : 
a. Pengertian Anak Dalam Undang-Undang 
1. Pegertian anak menurut UUD 1945. Pengertian anak atau 
kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam 
kebijaksanaan Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus 
terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena 
menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian  ini, 
yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang 
harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan 
anak 
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan usia 
perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. 
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) 
menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun dan belum pernah kawin, , termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi 
anak berusia 7 sampai 15 tahun. 
                                                             
56 M. Nasir Djamil, 2013.,Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.  
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5. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 
Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam 
kandungan. 
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana anak yang menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian : 
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban rindak pidana, dan anak 
yang menjadi saksi tindak pidana. (Pasal 1 angka 2) 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. (Pasal 1 angka 3) 
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4) 
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
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tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau 
dialaminya sendiri. (pasa 1 angka 5) 
7. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
mengatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa, “anak didik 
pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil untuk 
dapat di didik di Lapas Anak adalah paling lama sampai umur 18 
(delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat dilepaskan di 
Lapas Anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling 
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”  
8. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
memberikan pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (2),yaitu anak 
adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) 
tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, menempatkan kedudukan 
kesejahteraan Anak  adalah “hak asasi anak yang harus diusahakan 
bersama”. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 
semasa dalam kandungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup 
yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan yang tidak wajar. Sehingga yang menjadi lebih 
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yaitu pemerintah 
dan atau masyarakat (kedua orang tua dan lingkungan social). 
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Mengembangkan pengertian kesejahteraan anak termasuk di dalam 
klasifikasi menafkahkan anak, mendidik untuk melakukan kegiatan 
produktivitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak 
asasi anak.57 
2. Batas Usia Pemidanaan Anak 
Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya 
usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana 
yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa 
anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, di mana batasan ini tidak 
berdasarkan atas hitungan usia  tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda 
perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.58 
Selanjutnya berapakah batasan usia bagi pemidanaan anak di 
Indonesia? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat 
dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas 
usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 20 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 
berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan 
setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan 
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 Maulana Hassan Wadong, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, 
Grasindo, hlm. 12. 
       58 Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 26 
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belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 
anak tetap diajukan ke sidang anak. 
Disini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai 
ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah 
umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan 
perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. 
Lalu bagaimana dengan pelaku kejahatan adalah anak dibawah 
batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan 
apa yang diambil dan apa dasar hukumnya? Dapat disimak pada pada 
Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa: 
Dalam hal anak belum berumur 12  (dua belas)  tahun melakukan 
atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan 
untuk: 
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau 
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, 
dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi 
yang menangani bidang kesejahteraan social, baik di tingkat 
pusat maupun tingkat daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 
Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia 
maksimum bagi pemidanaan anak, maka kita tidak akan melihat lagi 




D. Senjata Tajam 
1. Pengertian Senjata Tajam 
Indonesia memang dikenal dengan negeri kepulauan, dimana 
terdapat banyak pulau yang masing-masing masyarakatnya memiliki ciri 
khas tertentu, beragam bahasa, berbeda-beda jenis kebiasaannya dan 
berbeda pula kebudayaannya. Selain itu setiap pulau memiliki beragam 
jenis pakaian yang berbeda-beda serta berbagai jenis dan ragam senjata 
tajam yang telah menjadi simbol masing-masing daerah tersebut. 
Adapun pengertian senjata tajam yaitu, dalam Kamus Bahasa 
Indonesia, memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut:59 
a. Senjata diartikan: 
Alat untuk berperang/ untuk berkelahi 
b. Tajam diartikan: 
Runcing ujungnya; tipis, halus dan mudah untuk mengiris 
(tentang pisau dsb), mudah di pakai untuk  melukai; lekas dapat 
melakukan sesuatu. 
Melihat pengertian diatas penulis berkesimpulan bahwa senjata 
tajam adalah alat yang terbuat dari benda yang runcing ujungnya dan 
halus, biasa digunakan untuk mengiris dan biasa digunakan untuk 
melakukan kejahatan. 
Senjata merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai, 
membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan 
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untuk menyerang maupun mempertahankan diri dan juga untuk 
mengancam serta melindungi seseorang. Jadi apapun yang digunakan 
untuk menyakiti bahkan merusak psikologi dan tubuh manusia dapat 
dikatakan senjata. Senjata biasa sesederhana pentungan atau kompleks 
seperti peluru balistik.60 
2. Jenis-jenis Senjata Tajam 
Pengertian mengenai jenis-jenis senjata tajam tidak di sebutkan 
secara jelas dalam undang-undang, sehingga untuk memberikan 
penjelasan senjata tajam secara yuridis akan sangat sulit.  
Pada kali ini penulis akan berusaha mengemukakan beberapa jenis 
senjata tajam yang biasa digunakan dalam melakukan kejahatan, ada 
beberapa jenis senjata tajam yang dapat digunakan untuk melakukan 
kejahatan, yaitu:61 
a.  Celurit 
Celurit atau sabit adalah alat pertanian berbentuk pipih dan 
melengkung yang bagian permukaannya tajam dan menyerupai bulan 
sabit. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan 
pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata ini digunakan pula 
oleh seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan jahat. 
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Badik atau badek adalah pisau dengan berbentuk khas, merupakan 
senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat 
berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata 
dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi puka sebagai alat untuk 
melakukan pekerjaan rumah tangga dan sebagai barang pusaka, barang 
kuno atau barang gaib. Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap 
jenis badik memilki kekuatan sakti (gaib). Kekuatan ini dapat 
mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya.  
Bagi masyarakat Bugis Makassar badik di anggap sebagai bagian 
dari dirinya, sepertinya kurang lengkap apabila bepergian tanpa 
membawa badik dipinggangya. Sejak ratusan tahun silam, badik 
dipergunakan bukan hanya sebagai senjata untuk membela diri dan 
berburu tetapi juga sebagai identitas dari suatu kelompok etnis atau 
kebudayaan. 
c. Keris 
Keris adalah senjata golongan belati dengan banyak fungsi budaya 
yang dikenal  di kawasan Nusansantara bagia barat dan tengah. Bentunya 
khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak 
simetris di bagian pangkal yang melebar, seringkali bilahnya berliku-liku, 
dan banyak diantaranya memilki pamor (baja putih yang dilebur 
denganbesi untuk membuat lukisan pada bilah keris). Jenis senjata tajam 
ini mempunyai fungsi yang berbeda dari masa  ke masa. Pada masa lalu 
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keris berfunsi sebagai senjata dalam duel/peperangan, sekaligus sebagai 
benda pelengkap sesajian.  
Pada masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam 
berbusana, memiliki sejumlah symbol budaya, atau menjadi benda koleksi 
yang dinilai dari segi estetikanya, serta sebagai barang pusaka atau 
barang kuno/barang ghaib. Dan senjata ini jarang digunakan untuk 
melakukan suatu delik. 
d. Kapak  
Kapak atau biasa disebut kampak adalah sebuah alat yang biasanya 
terbuat dari logam, yang diikat pada sebuah tangkai dari kay. Kapak 
adalah salah satu alat yang digunakan manusia sejak zaman dahulu, 
sudah sangat tua usianya, sama umurnya dengan saat manusia pertama 
kali membuat alat dari batu dan kayu. Kapak sangat berguna dan 
penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu 
sampai sebagai senjata dalam perang. 
e. Busur  
Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau 
besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunakan ketapel 
sebagai pendorong. Di Makassar busur cukup popular di kalangan 
masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga 
terbilang cukup murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak 
sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya, dan belakangan ini 




Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa, bentuknya 
relative sederhana tanpa pernak-pernik. Keguanaannya adalah sebagai 
alat potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunanya 
masuk hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian. Adapun sebutan 
lain dari parang, bagi masyarakat betawi parang disebut dengan golok. 
g. Pedang 
Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memilki bilah penjang. 
Pedang dapat memilki dua sisi tajam atau  hanya satu sisi tajam saja. 
Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang 
biasanya memiliki prestise lebih atau paling tinggi, bilah pedang biasanya 
dibuat dari logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat 
pedang dari emas yang digunakan sebagai hiasan saja. 
3. Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN 
No. 78/1951. 
Dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78/1951 Pasal 2 
dinyatakan sebagai berikut: 
(1) barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan  padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
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senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-
, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya sepuluh tahun. 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan 
guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga 
atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan 
atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 
atau barang kuno atau  barang ajaib (merkwaardigheid). 
Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini 
adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul,  
Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, diatur 
pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat 
(1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan 
untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan 
rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan 
atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang 





4. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam 
Suatu perbuatan dapat digolongkan dalam perbuatan pidana, apabila 
perbuatan itu mengandung unsur penting, yaitu:  
a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 
b. Perbuatan itu melawan hukum 
c. Tidak ada alasan pembenar 
d. Perbuatan dilarang oleh aturan pidana dan diancam dengan 
pidana. 
Maka Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Kepemilikan Senjata 
adalah: 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN No. 
78/1951, unsur-unsur tindak pidana terhadap kepemilikan senjata tajam 
dapat kita temukan dalam undang-undang tersebut berdasarkan bunyi 
Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu: 
1. Barang siapa, dalam hal setiap orang selaku pemangku hak dan 
kewajiban seperti yang ditetapkan oleh undang-undang 
2. Tanpa hak 
3. Memasukkan, membuat, menerima, menoba memperolehnya, 
meyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan. 
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4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk. 
5. Yang tidak termasuk dalam barang-barang yang nyata-nyata 
dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 
melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai 
tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang 
ajaib. 
Jelaslah disini bahwa memilki, membawa senjata tajam apalagi 
menggunakannya merupakan suatu tindak pidana karena telah 

















A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung 
penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan penelitian dengan 
memilih lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah lokasi dimana 
penulis akan melakukan serangkaian penelitian dalam rangka 
penyusunan skripsi ini.  
Lokasi penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Negeri 
Makassar, Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan 
bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang diteliti. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber 
data. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer 
dan data sekunder : 
a. Data primer  
Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian 
secara langsung dengan pihak-pihak terkait. 
b. Data sekunder  
Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa 
berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian 
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seperti literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan 
perundang-undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat 
dengan masalah dan tujuan penelitian. 
2. Sumber data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Penelitian Kepustakaan (library research) 
Yaitu data yang diperoleh dengan menelaah berbagai buku 
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan 
objek penelitian. 
b. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke 
lapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di 
penelitian ini yaitu Hakim yang memutus perkara. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Teknik wawancara  (interview) 
Penggunaan teknik ini dengan cara melakukan proses tanya 
jawab  kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani  
antara lain Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar,  
2. Teknik kepustakaan  
Yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan 
perundang-undangan dan mengumpulkan data dan landasan teoritis 
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dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta 
penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang 
dibahas. 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, Kemudian 
disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas 
dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya 
data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan serta di hubungkan dengan 
rumusan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Membawa Senjata Tajam Oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Makassar No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil 
dalam kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan 
menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana 
materil.  
Hukum pidana materil (Belanda: materiele Strafrecht; Inggris: 
substantive criminal law). Hukum pidana materil memuat norma-norma 
(kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan 
bertindak dalam masyarakat. Norma-norma ini bersifat perintah atau 
larangan.62 
Van Bemmelen menjelaskan sebagai berikut : 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”63 
 
Hukum pidana materil merupakan salah satu sumber hukum yang 
menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap 
orang. Sumber hukum materil berasak dari perasaan hukum masyarakat, 
pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, sejarah, agama, moral, 
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 Fran Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7 
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 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 9. 
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geografis, politik hukum, dan lain-lain.  Hukum materil ini merupakan faktor 
yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum. 
Selain pengertian di atas, Tirtamidjaja menyatakan bahwa : 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 




Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah 
yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana 
formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum 
pidana materil. 
Selanjutnya sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih jauh 
mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana 
membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri 
Makassar No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks, maka penulis terlebih 
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Dengan mengambil dasar analisa dari pengakuan terdakwa, 
keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan baik ditingkat 
penyidik,penuntutan dan pemeriksaan di persidangan posisi kasus 
putusan No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. yaitu sebagai berikut : 
1. Posisi kasus 
Awal mula kejadian pada hari kamis tanggal 18 September 2014 
sekitar pukul 21.00 Wita, SYUKRI yang sedang berada di kantor Polsek 
Tamalate kemudian mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon 
kantor bahwa telah terjadi kasus pemarangan yang terjadi di jalan 
Mannuruki II kemudian SYUKRI beserta anggota Resmob lainnya 
medatangi TKP tersebut dan setelah sampai di jalan Mannuruki II sudah 
ada team Resmob yang juga ikut membantu SYUKRI bertemen 
mendatangi TKP dan hendak menangkap pelaku pemarangan tersebut, 
tetapi pada saat tiba ditempat kejadian terdakwa sudah melarikan diri. 
Kemudian SYUKRI bersama anggota Resmob brimob kemudian 
melakukan penyisiran disekitar TKP dan setelah melakukan penyisiran 
lalu melakukan penggeledahan di sebuah rumah kost dan hasilnya 
didapatkan pelaku pemarangan tersebut beserta barang bukti berupa 
sebilah parang jenis samurai, kemudian semua petugas kepolisian pada 
malam itu melakukan penggeledahan di semua kamar kost tersebut 
karena dicurigai masih banyak senjata tajam yang disembunyikan oleh 
pemuda ditempat kejadian, setelah memeriksa semua kamar, salah satu 
anggota brimob menemukan busur di dalam satu kasus kamar kost yang 
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ada di pondok orange tersebut. Karena SYUKRI berteman merasa curiga 
dengan penghuni kost maka SYUKRI berteman membawa seluruh 
penghuni kost tersebut ke markas Brimob untuk mengintrogasi dan 
mencari tahu apakah mereka geng motor atau bukan dan mengintrogasi 
semua penghuni kost untuk mencari tahu siapa pemilik busur tersebut, 
setelah sampai di kantor Makosat Brimob Polda Sulsel, pemilik kamar kost  
ARDI tempat ditemukannya bsur tersebut mengaku melihat terdakwa 
IRFANDI yang merupakan pemilik busur tersebut dan membuang busur 
tersebut ke dalam kamarnya kemudian setelah ditanyakan kepada 
terdakwa IRFANDI, kemudian terdakwa mengakui kalau busur tersebut 
adalah miliknya dan terdakwa IRFANDI diserahkan ke Polsek Tamalate 
untuk di proses lebih lanjut. 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa IRFANDI BIN 
SUDIARTO yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai 
berikut : 
Bahwa ia terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO pada hari kamis, 
tanggal 18 Sepetember 2014, sekitar jam 23.30 wita, yang bertempat di 
Jalan Mannuruki Raya Pondok Orange Kec. Tamalate Kota Makassar 
atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 setidak-
tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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Makassar, secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan 
sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa :  
- 4 (empat) buah anak busur masing-masing 3 (tiga) buah diikat 
denga tali rafiah warna merah, 
 - 1(satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dililit dengan isolasi 
warna merah hitam serta diikat karet keteter warna kuning, tanpa dilengapi 
surat izin dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut; 
Awalnya pada hari kamis tanggal 18 September 2014 sekitar pukul 
21.00 Wita, SYUKRI yang sedang berada di kantor Polsek Tamalate 
kemudian mendapat laporan dari masyarakat melalui telepon kantor 
bahwa telah terjadi kasus pemarangan yang terjadi di jalan Mannuruki II 
kemudian SYUKRI beserta anggota Resmob lainnya medatangi TKP 
tersebut dan setelah sampai di jalan Mannuruki II sudah ada team 
Resmob yang juga ikut membantu SYUKRI bertemen mendatangi TKP 
dan hendak menangkap pelaku pemarangan tersebut, tetapi pada saat 
tiba ditempat kejadian terdakwa sudah melarikan diri. Kemudian  SYUKRI 
bersama anggota Resmob brimob kemudian melakukan penyisiran 
disekitar TKP dan setelah melakukan penyisiran lalu melakukan 
penggeledahan di sebuah rumah kost dan hasilnya didapatkan pelaku 
pemarangan tersebut beserta barang bukti berupa sebilah parang jenis 
samurai, kemudian semua petugas kepolisian pada malam itu melakukan 
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penggeledahan di semua kamar kost tersebut karena dicurigai masih 
banyak senjata tajam yang disembunyikan oleh pemuda ditempat 
kejadian, setelah memeriksa semua kamar, salah satu anggota brimob 
menemukan busur di dalam satu kasus kamar kost yang ada di pondok 
orange tersebut. Karena SYUKRI berteman merasa curiga dengan 
penghuni kost maka  SYUKRI berteman membawa seluruh penghuni kost 
tersebut ke markas Brimob untuk mengintrogasi dan mencari tahu apakah 
mereka geng motor atau bukan dan mengintrogasi semua penghuni kost 
untuk mencari tahu siapa pemilik busur tersebut, setelah sampai di kantor 
Makosat Brimob Polda Sulsel, pemilik kamar kost ARDI tempat 
ditemukannya bsur tersebut mengaku melihat terdakwa IRFANDI yang 
merupakan pemilik busur tersebut dan membuang busur tersebut ke 
dalam kamarnya kemudian setelah ditanyakan kepada terdakwa Lk. 
IRFANDI, kemudian terdakwa mengakui kalau busur tersebut adalah 
miliknya dan terdakwa  IRFANDI diserahkan ke Polsek Tamalate untuk di 
proses lebih lanjut. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 








3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud diatas, dan berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan 
perkara ini, maka jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar 
MENUNTUT supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan meengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan 
putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut : 
a. Menyatakan bahwa terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO, bersalah 
melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa dan 
menyimpan senjata tajam berupa busur dan ketapel” 
sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU 
No. 12/Drt/1951 LN. No.78/1951, sebagaimana dalam surat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, IRFANDI BIN 
SUDIARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 
(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan. 
c. Terhadap barang bukti berupa : 4 (buah) anak busur masing-
masing 3 buah diikat tali raffia warna biru dan 1 (satu) buah diikat 
tali rafiah warna merah; 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari 
besi dirampas untuk dimusanahkan; 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 




4. Analisis Penulis 
Hingga kini membawa senjata tajam bagi masyarakat sejak zaman 
dahulu adalah sebuah kebisaan bahkan bagi sebagian kelompok 
masyarakat adalah sebuah tradisi. Seperti dalam tuturan masyarakat 
bugis dikatakan, “bukan laki-laki jika tidak  berbadik”. Norma tersebut 
tumbuh dari nilai kebudayaan yang melihat keberanian, kejantanan dan 
kepahlawanan sebagai sesuatu yang baik yang layak dihormati.  
Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan 
kepercayaan mengenai tradisi dari daerahnya dan dari nilai-nilai budaya 
yang demikian itu kemudian melandasi kebaisaan membawa atau 
memiliki senjata tajam. 
Menanggapi hal tersebut penulis telah melakukan wawancara 
dengan Nathan Lambe, S.H.,M. selaku Hakim yang memeriksa dan 
memutus perkara ini pada tanggal 21 April 2015 bertempat di Pengadilan 
Negeri Makassar juga menegaskan bahwa: 
“delik membawa atau menyimpan senjata tajam merupakan 
perbuatan yang sering dilakukan atau perilaku yang berulang-ulang, 
dimana kebiasaan membawa atau menyimpan senjata tajam yang 
dikaitkan dengan kultur atau tradisi oleh sebagian masyarakat adalah 
merupakan alasan pembenar semata, dimana orang-orang saat ini pada 
umunya telah mengetahui bahwa membawa, memiliki dan menggunakan 






Penulis membenarkan apa yang dikemukakan oleh Nathan Lambe 
bahwa saat ini masyarakat memiliki banyak argumentasi untuk digunakan 
sebagai alasan pembenar dalam kepemilikan, membawa, menyimpan 
bahkan menggunakan senjata tajam. Dimana sebagian masyarakat 
mengatakan bahwa membawa dan menyimpan senjata tajam adalah 
untuk “menjaga diri” semata. 
Menanggapai kata “menjaga diri”. Bapak Nathan Lambe, S.H.,M.H 
kembali berpendapat, bahwa” 
“mengenai alasan masyarakat membawa dan menyimpan senjata 
tajam untuk “menjaga diri” adalah hal yang sama sekali tidak dibenarkan. 
Karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang akan merugikan 
diri individu itu sendiri dan orang lain. Yang dapat menjaga diri mereka 
sesungguhnya bukan senjata, melainkan diri mereka dan niat serta 
pembawaan diri dari individu itu sendiri” 
 
Kemudian jika kita mengaitkan dengan realita saat ini, dimana 
perilaku membawa senjata tajam bukan hanya orang dewasa saja, 
melainkan anak-anak pun ikut dan secara bebas membawa, memiliki 
bahkan meggunakan senjata tajam. Dimana kita ketahui bahwa anak 
saat ini cenderung lebih ekstrim dalam perkembangan sosialnya, 
seringkali disebut dengan “labil” dalam arti mereka belum mampu 
mengendalikan emosi dan pikiran. Cenderung mereka sulit untuk 
memilah mana yang benar dan mana yang salah sehingga perilaku 
mereka pun cenderung menyimpang.  
Hal tersebut adalah sebuah  realita yang sangat memprihatinkan bagi 
kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara. Dimana kita ketahui 
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bersama bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus 
cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus.  
Perilaku menyimpang tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor 
penyebab, seperti: 
a. Faktor kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua; 
b. Faktor lingkungan yang buruk; 
c. Faktor pembawaan diri dari anak yang cenderung ingin 
melakukan hal-hal yang baru, seperti “ingin coba-coba”. 
Jadi seyogyanya para orang tua seharusnya memberi pengawasan 
terhadap anak, memperhatikan lingkungan tempat anak bersosialisasi, 
serta anak di beri bekal agama agar mereka dapat membedakan hal-hal 
yang baik dan buruk. 
Karena anak adalah bibit-bibit penerus bangsa, dimana cita-cita dari 
sebuah bangsa akan diteruskan oleh mereka. Maka sebab itu diperlukan 
adanya sebuah penjaminan atas kelangsungan hidup anak,perlindungan 
terhadap hak-hak anak yang disertai pengawasan.  
Adapun mengenai perizinan senjata tajam. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan Ipda Syahruddin, S.H, bahwa: 
“surat izin memilki senjata tajam tidak ada. Dikarenakan juklak resmi 
atau aturan mengenai perizinan senjata tajam belum ada. Larangan 
penggunaan senjata tajam sampai saat ini masih berpedoman pada 
Undang-Undang No. 12/Drt/1951LN. 78.1951.” 
 
mengenai perkara No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks, berdasarkan 
putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa IRFANDI terbukti bersalah 
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melakukan delik membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN. 78/1951 
yang berisi: 
“Barang Siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan pedanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 
atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata 
penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya sepuluh tahun”  
 
Adapun unsur-unsur dalam dakwaan terhadap terdakwa sebagai 
berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Bahwa pengertian “barang siapa” disini merujuk kepada siapa saja 
orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Dimana dalam perkara ini diketahui dalam dari hasil persidangan 
berupa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah 
dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya 
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya tidak 
terdapat suatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan (error in persona) 
sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, bahwa orang yang diajukan 
sebagai terdakwa dalam pemeriksaan persidangan sehat jasmani dan 
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rohani, tidak sedang dalam pengampuan, mampu mengerti jalannya 
persidangan dengan baik, maka terdakwa yang diajukan dalam dalam 
persidangan yaitu IRFANDI BIN SUDIARTO sebagai manusia yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya.  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka  unsur “barang siapa” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
b. Unsur tanpa hak 
Bahwa dalam pertimbangan unsur “tanpa hak” ini tentunya tidak 
terlepas dari pertimbangan unsur berikutnya, sehingga nantinya dapat 
diketahui, apa yang menyebabkan suatu perbuatan itu menjadi dilarang 
oleh Undang-undang. 
Bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah 
setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai sehingga 
perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau hukum yang berlaku. 
Bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan 
dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa 
dengan membawa dan menyimpan sebuah busur beserta anak panahnya, 
meskipun barang-barang tersebut belum sempat digunakan oleh terdakwa 
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pada saat itu dan kemudian hanya membawa dan meyimpannya, namun 
demikian menurut Majelis Hakim telah terpenuhi  unsur ini. 
c. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, 
mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikan, atau senjata 
penusuk. 
Bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang 
bersifat alternatif, yang artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan 
saja yang terbukti dan tidak seluruh alternatif perbuatan tersebut 
dibuktikan. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang didukung dengan 
keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa 
benar pada hari kamis, tanggal 18 september 2014, sekitar jam 23.30 
wita, bertempat dijalan mannuruki raya pondok orange Kec. Tamalate 
Kota Makassar, terdakwa saat itu ditemukan membawa, menyimpan, 
mempunyai dalam miliknya dan menyembunyikan  senjata tajam berupa: 
4(empat) buah anak busur dan satu buah ketapel, hal tersebut dikuatkan 
pula dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan 
yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya, dan dimana senjata tajam 
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tersebut bukanlah termasuk untuk dipergunakan terdakwa dalam 
pertanian atau benda-benda pusaka atau alat-alat yang sering digunakan 
dalam keperluan rumah tangga serta tidak ada hubungannya dengan 
pekerjaan terdakwa, sehingga oleh karenanya, menurut Majelis Hakim 
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum. 
Dalam hukum pidana, setiap perbuatan dapat dikategorikan tindak 
pidana maka harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) 
yang pada dasarnya terikat pada asas legalitas (nulum delictum) yang 
mana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 
ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 
“Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, melainkan atas 
kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana secara tertulis yang 
ada terdahulu dari perbuatan itu.”65 
Jadi apabila salah satu unsur dari perbuatan tersebut tidak terpenuhi 
unsurnya maka tidak dapat dikategorikan kedalam delik atau perbuatan 
pidana. Dan berdasarkan uraian tersebut di atas, mengenai penerapan 
hukum pidana materil oleh Majelis Hakim penulis berpendapat bahwa 
penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa 
senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam perkara putusan No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. Telah sesuai dengan delik yang dilakukan 
oleh terdakwa, sebagaimana dalam unsur-unsurnya telah mencocoki 
rumusan delik. 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pudana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 27. 
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Adapun mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebelumnya 
penulis akan menguraikan syarat surat dakwaan yaitu: 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP, penuntut umum membuat surat dakwaan yang 
diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi: 
1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
tersangka; 
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana 
yang didakwakan dengan menebutkan waktu dan tempat tindak 
pidana itu dilakukan; 
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebgaimana di 
maksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum; 
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan 
disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat 
hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan 
penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan 
Dan setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam 
kasus tersebut diatas, maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki 
sifat dan hakekat suatu dakwaan, telah memenuhi syarat-syarat sebuah 
surat dakwaan, yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. 
Baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan 
tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan berlangsung, sehingga 
70 
 
dengan demikian maka menurut penulis dakwaan tersebut telah 
memenuhi setiap unsur delik dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 
LN. No.78/1951. 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana membawa Senjata Tajam Oleh 
Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN. Mks. 
Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting 
dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim 
berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang 
statusnya.  
Dalam menjatuhkan putusan, keputusan hakim harus mencerminkan 
keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan 
pertimbangan hukum semata, melainkan persoalan keadilannya biasanya 
dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu 
berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah 
kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. 
Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah 
keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita 
memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan 
hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan. 
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Berikut ini penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata 
tajam oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN. Mks, yaitu sebagai berikut: 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi 
menjadi dua kategori, yaitu yakni yang bersifat yuridis maupun 
nonyurudis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus 
dimuat di dalam putusan. pertimbangan yuridis dalam putusan No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks, yaitu: 
a. Keterangan saksi 
 
1. Saksi Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani 
dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya; 
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan dengan 
adanya seorang lak-laki yang diamankan karena  tertangkap 
memiliki senjata tajam busur dimana pelaku  lemparkan busur 
miliknya kedalam salah satu kamar kost di pondok Orange 
jalanMannuruki II Makassar; 
- Bahwa benar kejadiannya hari kamis tanggal 18 september 
sekitar 23.30 Wita, di jalan Mannuruki Raya Lr. 5A (Pondok 
Orange) Kec. Tamlate Kota Makassar; 
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- Bahwa benar saat kejadian saksi ikut penggerebekan bersama 
anggota Resmob Brimob dan saksi mengetahui kejadian 
penangkapan tersebut karena saksi berada ditempat kejaidan 
perkara; 
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang 
membawa senjata tajam jenis busur tersebut tetapi pada saat di 
kantor polisi Makosar Brimob saksi sempat mengintrogasi orang 
tersebut dan mengaku bernama Lk. IRFANDI Bin SUDIARTO 
dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya; 
- Bahwa benar pada saat kejadian polisi mengamankan oleh dan 
melaksanakan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) buah 
anak busur masing-masing di ikat tali raffia warna biru dan satu 
buah di ikat tali raffia warna merah serta 1 (buah) ketapel yang 
terbuat dari besi dan di lilit isolasi warna merah dan hitam 
ujungnya diikat tali karet keteter warna kuning 
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 september 2014 
sekitar pukul 21.00 Wita, saksi yang sedang berada di kantor 
saksi polsek tamalate kemudian mendapat laporan dari 
masyarakat melalui telepon kantor bahwa telah terjadi kasus 
pemarangan yang terjadi di jalan mannuruki II kemudian saksi 
beserta anggota Resmob lainnya mendatangi TKP tersebut dan 
setelah sampai di jalan mannuruki II sudah ada nteam Resmob 
yang juga ikut membantu kami mendatangi TKP dan hendak 
menangkap pelaku pemarangan tersebut, tetapi pada saat tiba 
di TKP pelaku sudah melarikan diri. Kemudian saya bersama 
anggota Resmob brimob kemudian melakukan penyisiran di 
sekitar TKP dan setelah melakukan penyisiran kami melakukan 
penggeledahan di sebuah rumah kost dan hasilnya di dapatkan 
pelaku pemarangan tersebut beserta barang bukti sebilah 
parang jenis samurai, kemudian semua petugas kepolisian pada 
malam itu melakukan penggeledah di semua kamar kost 
73 
 
tersebut karena di curgai masih banyak senjata tajam yang di 
sembunyikan oleh pemuda di sana, setelah pemeriksaan semua 
kamar, salah satu anggota brimob menemukan busur di dalam 
salah satu kamar kost yang ada di pondok orange tersebut. 
Karena kami merasa curiga dengan  penghuni kost maka kami 
membawa seluruh penghuni kost tersebut ke markas Brimob 
untuk mengintrogasi dan mencari tahu apakah mereka geng 
motor atau bukan dan mengintrogasi semua penghuni kost 
untuk mencari tahu siapa pemilik busur tersebut, setelah sampai 
di kantor makosat Brimob Polda Sulsel pemilik kamar kost 
Lk.ARDI tempat di temukannya busur tersebut mengaku melihat 
Lk.IRFANDI yang merupakan pemilik busur tersebut dan 
membuang busur tersebut ke dalam kamarnya kemudian 
setelah di tanyakan kepada lk.IRFANDI kemudian lk. IRFANDI 
mengakui kalau busur tersebut adalah miliknya dan lk. IRFANDI 
yang membuang busur tersebut ke dalam kamar kost Lk.ARDI 
dengan maksud untuk menyembunyikan busur miliknya 
tersebut, kemudian Lk.IRFANDI kami serahkan ke polsek 
Tamalate untuk di proses penyelidikan lebih lanjut. Bahwa benar 
saat di introgasi oleh petugas kepolisian Lk. IRFANDI mengakui 
kalau busur tersebut adalah miliknya dan Lk.IRFANDI yang 
membuang busur tersebut ke dalam kamar kost Lk.ARDI; 
- Bahwa benar pada saat di temukan oleh salah satu anggota 
Brimob, busur tersebut berada di lantai kamar kost dan dalam 
keadaan tidak terbungkus;  







2. Saksi Ardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya; 
Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya 
seorang laki laki yang di amankan karena tertangkap terbukti 
memiliki senjata tajam jenis busur di mana pelaku lemparkan 
busur miliknya ke dalam salah satu kamare kost di pondok 
orange jalan Mannuruki II Makassar; 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 18 
September 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Mannuruki 
Raya Lr.5A (Pondok Orange)Kec. Tamalate Kota Makassar; 
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di dalam kamar kost 
temennya yang berada di ujung belakang kamar kost dan saksi 
mengetahui kajadin tersebut setelah saksi mendengar keributan 
di depan dan saksi keluar dari kamar dan melihat pelaku yang 
menutup pintu kamar kost saksi; 
- Bahwa benar sebelumya saksi tidak kenal dengan orang yang 
membawa senjata tajam yang di temukan di dalam kamar saksi 
tetapi pada saat di kantor polisi saksi di beritahu bahwa nama 
pelaku tersebut adalah Lk.IRFANDI dan saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengannya;  
- Bahwa benar pada saat kejadian lk. IRFANDI membawa 
4(empat) buah anak busur masing masing 3 buah di ikat tali 
rafia warna biru dan satu buah di ikat tali raffia warna merah 
serta (satu) Buah ketapel yang terbuat dari besi dan di lilit isolasi 
warna merah dan hitam ujungnya di ikat tali karet keteter warna 
kuning; 
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 September 2014 
sekitar pukul 21.00 Wita, saya sedang berada di dalam kamar 
kost teman saya yang merupakan tetanggar kost saya dan 
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sedang mengerjakan tugas skripsi kemudian sekitar pukul 23.00 
Wita saya mendengar suara gaduh dari luar pekarangan rumah 
kost saya, kemudian saya keluar dari kamar teman saya dan 
saya melihat pelaku menutup kamar kost saya yang sedang 
saya tempati bersama saudara saya tetapi saya tidak mengenal 
orang tersebut, kemudian datang petugas kepolisian yang 
menemukan busur di dalam kamar kost saya yang kemudian 
ikut mengamankan saya tetapi pada saat saya ditanyakan oleh 
petugas pada saat di kantor polisi  mengenai pemilik bususr 
tersebut saya langsung mengenali Lk. IRFANDI sebagai 
pemiliknya karena saya menyaksikan Lk. IRFANDI menutup 
pintu kamar saya yang sedang saya tidak pernah memilki busur 
apalagi menyimpan busur di dalam kamar saya dan pelaku Lk. 
IRFANDI mengakui bahwa busur tersebut adalah miliknya; 
- Bahwa benar pada saat Lk. IRFANDI melempar busur ke dalam 
kamar kost saksi jarak kami sekitar 3 meter dan penerangan di 
lokasi tersebut cukup terang untuk saksi melihat pelaku 
menutup pintu kamar saksi. 
- Bahwa benar pada saat pelaku Lk. IRFANDI melemparkan 
busur ke dalam kamar kost saksi adik saksi Lk. FAJAR ikut 
menyaksikan pada saat Lk. IRFANDI membuang busur ke 









3. Saksi Fajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut :  
 
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya; 
- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan adanya 
seorang laki laki yang diamankan karena tertangkap terbukti 
memiliki senjata tajam jenis busur di mana pelaku lemparkan 
busur miliknya ke dalam salah satu kamar kost di pondok 
Orange jalan Mannuruki II Makassar; 
- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 18 
September 2014 sekitar 23.00Wita, di jalan Mannuruki Raya 
Lr.5A (Pondok Orange) Kec. Tamalate Kota Makassar; 
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ikut melakukan 
penggerebekan bersama anggota Resmob Brimob dan saksi 
mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena saksi 
berada di tempat kejadian perkara; 
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di pekarangan rumah 
kost dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi 
melihat dengan mata kepala saksi sendiri pelaku yang 
membuang busurnya ke dalam kamar kost saksi pada saat 
petugas kepolisian datang dan menggeledah setiap orang yang 
ada di dalam pekarangan dan rumah kost saksi; 
- Bahwabenar sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang 
membawa senjata tajam yang ditemukan di dalam kamar saksi 
tetapi pada saat di kantor polisi daksi di beritahu bahwa nama 
pelaku tersebut adalah Lk. IRFANDI dan saksi tidak ada 
hubungan keluarga dengannya; 
- Bahwa benar pada saat kejadian Lk. IRFANDI membawa 4 
(empat) buah anak busur masing-masing 3 buah di  ikat tali rafia 
warna biru dan sati buah di ikat tali rafia warna merah serta 1 
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(satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dan di lilit isolasi 
warna merah dan hitam ujungnya di ikat tali karet keteter warna 
kuning; 
- Bahwa benar awalnya saksi bersama teman-teman kost sedang 
duduk-duduk di pekarangan rumah kost kami, tiba-tiba datang 
tiga orang yang salah satunya memegang parang samurai dari 
arah depan rumah kost saksi yang langsung masuk ke 
pekarangan, kemudian samurai tersebut dia simpan di atas 
sadel motor yang terparkir di pekarangan rumah kost, kemudian 
pelaku Lk. IRFANDI berlari ke dalam rumah kost dan membuka 
kamar kost saksi dan melemparkan busur dan ketapelnya 
kemudian menutup kemabli kamar kost saksi, tidak  lama  
kemudian datang petugas kepolisian yang melakukan 
penggeledahan dan memerintahkan semua orang yang berada 
di pekarangan kost tersebut untuk jongkok sambil memeriksa 
badan semua orang yang berada di pekarangan kost saksi. 
Kemudian petugas kepolisian menggeledah kamar saksi dan 
menemukan busur yang di lemparkan Lk. IRFANDI ke dalam 
kamar kost saksi; 
- Bahwa benar pada saat Lk. IRFANDI melemparkan bususr ke 
dalam kamar kost saksi jarak kami sekitar 5 meter dan 
penerangan di lokasi tersebut terang karena ada lampu taman 
yang menerangi sekitar halaman dan kamar kost saksi sehingga 
saksi dapat melihat dengan jelas pada saat Lk. IRFANDI 
melemparkan busurnya ke dalam kamar kost saksi, kakak saksi 
Lk. ARDI ikut menyaksikan pada saat Lk.IRFANDI menutup 
kembali pintu kamar saksi; 
- Bahwa benar pada saat di Tanya oleh petugas kepolisian siapa 
pemilik busur tersebut, kakak saksi mengenali Lk. IRFANDI dan 
langsung menunjuk pelaku Lk. IRFANDI kemudian mengakui 
bahwa barang berupa busur tersebut adalah miliknya dan Lk. 
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IRFANDI sendiri yang membuang busur tersebut ke dalam 
kamar kost saksi; 
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Lk. IRFANDI yang 
dilemparkan ke dalam kamar kost saksi dan di temukan di 
dalam kamar kost saksi oleh petugas kepolisian. 
 
b. Keterangan Terdakwa 
 
 Irfandi Bin Sudiarto, yang pada pokoknya telah memberikan 
keterangan sebagai berikut antara lain ; 
 
- Bahwa benar terdakwa diperiksa berada dalam keadaan sehat 
jasmani dan  rohani, dan bersedia diperiksa dan akan 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa benar terdakwa diperiksa berada dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa dan akan 
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya; 
- Bahwa benar terdakwa sudah mengerti mengapa diperiksa oleh 
polri sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap dan 
diamankan membawa, menyimpan dan atau menguasai alat 
penusuk tanpa ijin yang berwenang; 
- Bahwa benar kejadian terdakwa membawa senjata tajam pada 
hari Kamis tanggal 18 September 2014 sekitar jam 23.00 Wita, 
di Mannuruki raya (Pondok Orange) Kec. Tamalate Kota 
Makassar; 
- Bahwa benar adapun senjata tajam yang ditemukan olleh 
petugas kepolisian yaitu senjata tajam berupa 4 (empat) buah 
anak bususr masing-masing 3 buah di ikat tali rafia warna biru 
dan satu buah di ikat tali rafia warna merah serta 1 (satu) buah 
ketapel yang terbuat dari besi dan di lilit isolasi warna merah 
dan hitam ujungnya di ikat tali karet keteter  warna kuning; 
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- Bahwa benar barang berupa busur dan ketapel tersebut 
terdakwa miliki sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu; 
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis busur 
tersebut dengan cara tersangka buat sendiri di rumahnya dan 
terdakwa membuat senjata tajam berupa busur tersebut dengan 
maksud untuk berjaga-jaga karena sekitar dua bulan yang lalu 
terdakwa sempat di keroyok oleh orang yang terdakwa tidak 
kenal di jalan Mannuruki raya; 
- Bahwa benar sebelum di tangkap busur milik terdakwa tersebut 
terdakwa lemparkan ke dalam salah satu kamar kost di (Pondok 
Orange) yang kemudian oleh petugas, busur tersebut ditemukan 
oleh petugas yang sedang melakukan penggeledahan dan saat 
terdakwa melemparkan busur tersebut ada salah satu penghuni 
kost yang melihat terdakwa sehingga terdakwa di amankan oleh 
petugas kepolisian; 
- Bahwa benar pada saat terdakwa meminta izin Lk. ARDI tidak 
berbicara apa-apa kepada tersangka tetapi Lk. ARDI tahu kalau 
barang yang hendak terdakwa simpan di kamarnya tersebut 
adalah busur dan Lk. ARDI sempat melihat yang hendak 
terdakwa simpan tersebut; 
- Bahwa benar sekitar satu bulan yang lalu terdakwa membuat 
senjata jenis busur di rumah terdakwa pada saat rumah 
terdakwa sementara sepi dan orang tua terdakwa tidak ada di 
rumah, setelah selesai busur tersebut terdakwa simpan di 
bawah lemari pakaian terdakwa  yang berada di dalam kamar 
terdakwa, kemudian pada hari kamis tanggal 18 September 
2014 sekitar pukul 21.00 Wita busur tersebut terdakwa bawa 
keluar dari rumahnya dengan cara busur tersebut terdakwa 
selipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri dengan maksud 
mencari pelaku pengeroyok terdakwa di jalan Mannuruki Raya  
tetapi pada saat terdakwa sampai di jalan Mannuruki raya, 
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terdakwa tidak mendapati orang tersebut sehingga terdakwa 
membawa busur terdakwa tersebut ke rumah kost (Pondok 
Orange) karena di rumah kost tersebut terdakwa memiliki 
kenalan dan terdakwa sudah sering nongkrong di tempat kost 
tersebut. Kemudian ketika terdakwa dan beberapa mahasiswa 
pondokan tersebut duduk-duduk di teras pondokan terdakwa 
meminta izin kepada pemilik kamar Lk. FAJAR dan Lk.  ARDI 
untuk menyimpan busur yang terdakwa bawa ke dalam kamar 
Lk. ARDI tetapi Lk. ARDI tidak menjawab sehingga terdakwa 
melemparkan busur terdakwa tersebut ke dalam kamar kost Lk. 
ARDI kemudian terdakwa kembali bergabung di teras rumah 
kost tersebut bersama penghuni kost tersebut, tiba-tiba Lk. 
SULTAN dan sekitar 10 menit kemudian datang petugas 
kepolisian yang melakukan penggerebekan karena Lk. SULTAN 
merupakan pelaku pemarangan sehingga semua warga yang 
ada di dalam rumah kost diperintahkan untuk membuka bajunya 
oleh petugas kepolisian dan semua kamar kost diperiksa oleh 
petugas kepolisian busur yang terdakwa simpan di dalam kamar 
kost Lk. FAJAR dan Lk. ARDI ditemukan oleh petugas sehingga 
semua penghuni kost termasuk terdakwa dan Lk. SULTAN di 
bawa ke markas Brimob dan sempat di introgasi oleh petugas 
menanyakan pemilik busur yang ditemukan di dalam kamar kost 
Lk. ARDI kemudian Lk. ARDI menunjuk terdakwa yang menaruh 
busur tersebut karena Lk. ARDI mengaku melihat terdakwa 
menyimpan busur tersebut, dan ketika ditanyakan kepada 
tersangka oleh petugas, terdakwa mengaku kepada petugas 
kepolisian kalau benar terdakwa menyimpan busur tersebut di 
dalam kamar kost Lk. ARDI. Sehingga terdakwa di bawa ke 
kantor Polsek Tamalate untuk proses penyidikan lebih lanjut; 
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- Bahwa benar terdakwa tahu kalau menyimpan busur adalah di 
larang oleh Undang-undang tetapi tersangka menyimpannya 
untuk jaga diri; 
- Bahwa benar perlihatkan kepada terdakwa senjata tajam berupa 
empat buah anak busur yang terbuat dari besi masing-masing 
tiga buah di ikat tali rafia warna biru dan satu buah di ikat tali 
rafia warna merah serta satu buah ketapel yang terbuat dari 
besi di lilit isolasi warna merah hitam dan di ikat karet keteter 
warna kuning terdakwa menjelaskan bahwa benar barang 
tersebut adalah milik terdakwa ; 
- Penusuk tersebut adalah untuk menjaga-jaga diri dan terdakwa 
tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. 
 
c. Barang Bukti 
Adapun barang bukti dalam Perkara Putusan No. 
33/Pid.Sus/Anak/PN. Mks yang diajukan didepan dipersidangan berupa : 
- 4 (empat ) buah anak busur masing-masing 3 buah diikat tali rafia 
warna biru; 
- 1 (satu) buah diikat tali rafiah warna merah; dan 
- 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi. 
Sedangkan Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah diluar dari 






Dalam perkara No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks, terdakwa 
diperhadapakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; 
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat ; 
Setelah mendengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; 
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; 
Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam 
Requisitornya yang telah dibacakan pada tanggal 20 Oktober 2014 Nomor 
Reg. Perkara PDM-631/Mks/Epp/10/2014 yang pada pokoknya menuntut 
agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
1. Menyatakan bahwa terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO, bersalah 
melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa atau 
menyimpan senjata tajam berupa busur” sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 
12/Drt/1951 LN. No.78.1951 sebagaimana diatur dalam surat 
dakwaan jaksa penuntut umum; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) 
bulan dikurangi selama terdakwa ditahan; 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah anak busur 
masing-masing 3 (tiga) buah diikat tali raffia warna biru dan 1 
(satu) buah diikat tali raffia warna merah, 1 (satu) buah ketapel 
yang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan; 
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4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 
Dan setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan 
secara lisan yang pada pokonya mohon keringanan hukuman atau 
dihukum seringan-ringannya, maka hakim memutus perkara tidak pidana 
membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dalam putusan No. 
33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks. dengan pertimbangan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa terdakwa diperhahadapkan kepersidangan telah 
didakwa oleh Penuntut Umum Dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang No.12/Drt/1951 LN No. 78/1951 ; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 
beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing 
antara lain sebagai berikut : 
Saksi SYUKRI, ARDI, dan FAJAR telah memberikan keterangan sesuai 
apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam 
berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah 
mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan 
terdakwa ; 
Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan 
keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan 
keterangan tersebut telahtermuat dalam berita acara persidangan ini ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka 
didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang 
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didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling 
berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan 
diajukan barang bukti dipersidangan maka  unsur-unsur yang terkandung 
dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa ; 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan 
delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa 
dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan hakim yakin akan 
kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 
Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya maka hakim akan mempertimbangkan 
sebagai berikut ; 
Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus 
pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan 
terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya ; 
Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti 
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya harus 




Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan 
terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri 
dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan ; 
Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan 
seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa ; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan putusan 
terhadap terdakwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan hal-
hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan 
dapat mencapau rasa keadilan ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum ; 
- Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan 
menyesalinya ; 
Memperhatikan pasal dari undang-undang yang bersangkutan 







2. Amar Putusan 
 
Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut : 
M E N G A D I L I 
 Menyatakan terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara 
tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam” ; 
 Menghukum terdakwa IRFANDI BIN SUDIARTO tersebut oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; 
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 
 Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah anak busur 
masing-masing 3 (tiga) buah diikat tali rafia warna biru dan 1 
(satu) buah diikat tali raffia merah, 1 (satu) buah ketapel yang 
terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan ; 
 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 









3. Analisis Penulis 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan 
dengan mengaitkan keyakinan tersebut dengan alat-alat bukti yang sah 
serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, 
selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan yuridis tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya 
yang mengarah pada  latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut. 
Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-
asas dan keyakinan yang kukuh yang berlaku didalam msyarakat, karena 
itu pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi perlu dimiliki oleh hakim. 
Secara yuridis, berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak 
menjadu permasalahan selama tidak melebihi batas maksimum dan 
minimum sanksi pidana yang diancam dalam pasal yang bersangkutan, 
melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa 
alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi 
pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima 






Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau 
memutus suatu perkara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu : 
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 
dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 
dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 
1. Dakwaan jaksa penuntut umum  
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena 
berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itulah pemeriksaan di 
persidangan dilakukan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat 
surat dakwaan sebagai berikut. 
“Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: 
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan 
tersangka. 
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana  
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat rindak 






Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah 
melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti 
melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat 
dipidana.Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan 
yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.66 
Dalam perkara ini dakwaan penuntut umum berupa dakwaan 
tunggal, dimana dakwaan tunggal adalah dakwaan yang dibuat untuk 
menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan 
pidana saja.67 Yaitu hanya berisi satu tuntutan yaitu tindak pidana 
membawa dan menyimpan senjata tajam yang melanggar ketentuan 
dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN. 78/1951. 
2. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di 
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan 






                                                             
      66 Andi hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
167-168. 
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3. Keterangan saksi 
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti  sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, 
ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang 
pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi 
pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam 
putusannya. 
 
4. Barang-barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang  dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang 
pengadilan, yang meliputi: 
 Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya  atau 
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 
tindak pidana; 
 Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
 Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 
tindak pidana; 






Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk  alat 
bukti. Sebab ketentuan 184 KUHAP menetapkan lima macam alat bukti 
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan 
menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan 
yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan 
lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa 
ataupun saksi-saksi. 
5. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana 
Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal  ini, penuntut umum 
dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat 
bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi 
unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. 
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 
1. Latar belakang terdakwa  
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang 
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana. 
2. Akibat perbuatan terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti  membawa 
korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan 
terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh 
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buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman 
mereka senantiasa terancam. 
3. Kondisi diri terdakwa 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis 
terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang 
melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan 
tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah 
berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, 
pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang 
dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam 
masyarakat. 
4. Agama terdakwa 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila 
sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan 
harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 
hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat 
kejahatan.68 
Selain dasar pertimbangan hakim, penulis juga akan mengomentari 
mengenai pembuktian, Berdasarkan teori pembuktian undang-„undang 
secara negatif, keputusan hakim dalam suatu perkara harus didasarkan 
keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti yang sah. Dengan 
                                                             
68 http://elibrary.ub.ac.id/Dasar-Pertimbangan-Hakim-Dalam-Menjatuhkan-
Putusan-Pidana-Bersyarat-studi-di-Pengadilan-Negeri-Karanganyar.pdf ,hlm. 35-38, 
diakses pada tanggal 14 Oktober 2014. 
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demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya 
hubungan kausalitas (sebab akibat). Hal ini dipertegas dalam ketentuan 
Pasal 183 KUHAP yang isinya ; 
 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada 
hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti 
tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna 
menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak 
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.69 Berdasarkan Pasal 184 ayat 
(1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat;  
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa. 
 
Dalam hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti 
yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu : 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jadi hal ini sesuai dengan 
                                                             
69
 Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, 
Bandung: Mandar Maju, hlm. 11. 
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Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan 
putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti 
yang sah di tambah keyakinan hakim. 
Berdasarkan putusan perkara No. 33/Pid.Sus/Anak/2014.PN.Mks, 
hukuman yang diajtuhkan Majelis Hakim relatif ringan, hukuman yang 
ringan ini tidak menjamin bahwa tidak lagi melakukan perbuatan 
sebagaimana yang di maksud dalam perkara tersebut diatas. Padahal 
tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi 
mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa 
dan masyarakat. 
Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur 
persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam 
perkara No. 33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks sudah sesuai dengan 















Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 
78.1951. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa 
dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental 
sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Makassar 
No.33/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mks telah sesuai. Berdasarkan 
penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti 
serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan 








adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan skripsi ini, sebagai berikut: 
1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata tajam 
yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan 
pihak-pihak yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan 
penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan meyeluruh 
mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunaka senjata 
tajam. 
2. Hendaknya para orang tua untuk dapat lebih memperhatikan dan 
memberikan pengajaran tentang bahayanya membawa senjata tajam 
dan memperhatikan lingkungan bergaul anak agar orang tua dapat 
memproteksi anaknya dari hal-hal yang bersifat melawan hukum. 
3. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa saja 
membuat pelaku tidak merasakan efek jera dan dapat sewaktu-waktu 
mengulangi perbuatannya kembali. Oleh sebab itu, disini diperlukan 
keseriusan  dan kehati-hatian oleh penegak hukum baik jaksa 
sebagai penuntut umum yang menyusun surat dakwaan dan tuntutan 
agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
dalam suatu perkara. Maupun bagi hakim agar putusan tersebut 




4. Bahwa sepatutnya wakil rakyat di bangku legislatif dan yudikatif 
untuk dapat meninjau ulang mengenai Undang-undang tersebut, 
terutama dalam hal kekiniannya, tata bahasa dan perkembangan  
definisi yang menurut saya berkaitan erat denagn segala macam 
pengertian yang bersifat sangan umum sehingga untuk membedakan 
jenis-jenis dari senjata tajam akan sangat sulit. Dan pemimpin di 
tingkat eksekutif untuk memperjelas peraturan turunannya. Dengan 
pokoknya dibutuhkan pemabaharuan terhadap tentang undang-
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